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Aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal
di Perairan Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan
utama dalam tata kelola keamanan. Kondisi tersebut
menunjukkan  pentingnya  pemanfaatan  teknologi
geospasial sebagai instrumen pendukung dalam
pengambilan keputusan berbasis data. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Sistem
Informasi Geografis (SIG) dalam mendukung tata kelola
keamanan maritim terhadap aktivitas illegal fishing dan
penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan
Bangka Belitung.Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dengan
memanfaatkan data sekunder serta berbagai literatur
ilmiah yang dianalisis menggunakan pendekatan spasial
melalui Sistem Informasi Geografis. Analisis dilakukan
melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, integrasi
data spasial, analisis overlay, interpretasi hasil, serta
penyusunan sintesis untuk mendukung perumusan
rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa analisis SIG mampu mengidentifikasi wilayah dengan
tingkat kerawanan yang berbeda, yaitu High Priority,
Medium  Priority, dan Low Priority, berdasarkan
karakteristik spasial, keberadaan kawasan penangkapan
ikan, serta lokasi penambangan timah laut ilegal. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIG dapat
mendukung penyusunan prioritas pengawasan,
memperkuat koordinasi antarlembaga, serta menyediakan
informasi spasial yang mendukung pengambilan keputusan
dalam tata kelola keamanan maritim. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis berperan
sebagai instrumen pendukung dalam meningkatkan
kualitas informasi spasial untuk mendukung pengawasan
wilayah laut secara lebih terarah dan berbasis risiko.
pemanfaatan SIG sebagai pendukung tata kelola keamanan
maritim yang mengintegrasikan analisis spasial dengan
perspektif kebijakan publik sebagai dasar penyusunan
strategi pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan
penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan
Bangka Belitung.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari
17.000 pulau dengan luas wilayah laut mencapai sekitar dua pertiga dari total wilayah
nasional. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang
memiliki peran strategis dalam jalur perdagangan internasional sekaligus menghadapi
tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. Dalam perspektif Maritime
Security, keamanan laut tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perlindungan
terhadap ancaman militer, tetapi juga mencakup perlindungan sumber daya alam,
keselamatan pelayaran, penegakan hukum, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola
ruang laut yang efektif (Bueger, 2015). Sejalan dengan konsep Blue Economy,
pengelolaan ruang laut harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial,
lingkungan, dan keamanan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dapat berlangsung
secara berkelanjutan (World Bank, 2024). Oleh karena itu, penguatan tata kelola
keamanan maritim menjadi salah satu agenda strategis Indonesia dalam menjaga
kedaulatan negara sekaligus menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya
kelautan.

Dalam konteks tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu
wilayah yang memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran yang
menghubungkan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Selat Karimata, dan Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Selain menjadi koridor penting perdagangan
internasional, wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, baik
sektor perikanan maupun mineral berupa timah laut. Tingginya nilai ekonomi sumber
daya tersebut menjadikan perairan Bangka Belitung rentan terhadap berbagai bentuk
kejahatan maritim, khususnya praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUU
Fishing) serta aktivitas penambangan timah laut ilegal. Kedua aktivitas tersebut
berkembang menjadi ancaman non-tradisional yang tidak hanya berdampak terhadap
aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas keamanan maritim dan tata kelola
pemerintahan di wilayah pesisir.

Praktik illegal fishing menyebabkan kerugian ekonomi negara, menurunkan stok
sumber daya ikan, meningkatkan konflik pemanfaatan ruang laut, serta mengancam
keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir. Di sisi lain, aktivitas penambangan
timah laut ilegal menimbulkan sedimentasi, kerusakan terumbu karang, degradasi
kualitas perairan, serta konflik kepentingan antara sektor pertambangan dan sektor
perikanan. Penelitian Ibrahim et al. (2021) menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan
ruang laut di Bangka Belitung sebagian besar dipicu oleh tumpang tindih pemanfaatan
kawasan pesisir, sedangkan Nurtjahya et al. (2017) menjelaskan bahwa aktivitas
penambangan timah laut telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pesisir dan
produktivitas sumber daya perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kedua
aktivitas ilegal tersebut merupakan ancaman multidimensional yang memerlukan
pendekatan pengelolaan secara terpadu.

Meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh TNI AL, Bakamla R,
Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun pemerintah daerah, efektivitas
pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan armada patroli, luasnya
wilayah operasi, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya integrasi data
antarinstansi menyebabkan pengawasan laut masih bersifat sektoral dan reaktif. Selain
itu, tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan ruang laut sering kali menghambat
proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Dirhamsyah (2016) menjelaskan
bahwa koordinasi kelembagaan keamanan maritim Indonesia masih menghadapi
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tantangan berupa fragmentasi kewenangan dan lemahnya integrasi informasi sehingga
efektivitas pengawasan belum optimal.

Perkembangan teknologi geospasial memberikan peluang baru dalam meningkatkan
efektivitas tata kelola keamanan maritim melalui pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis (SIG). SIG memungkinkan integrasi berbagai sumber data spasial dan
nonspasial, seperti citra satelit, Automatic Identification System (AlS), Vessel Monitoring
System (VMS), radar pantai, drone, maupun data kebijakan tata ruang ke dalam satu
sistem informasi yang mampu menghasilkan visualisasi spasial, analisis kerawanan,
hingga rekomendasi pengambilan keputusan. Wright et al. (2019) menjelaskan bahwa
pemanfaatan SIG telah berkembang menjadi instrumen penting dalam mendukung
Decision Support System (DSS) pada tata kelola kelautan modern. Perkembangan lebih
lanjut melalui Geospatial Artificial Intelligence (GeoAl) memungkinkan analisis data
spasial secara otomatis sehingga mampu mendeteksi pola aktivitas kapal, perilaku
anomali, maupun perubahan lingkungan laut secara lebih cepat dan akurat (Janowicz et
al,, 2020; Millefiori et al., 2021). Dengan demikian, SIG tidak lagi berfungsi hanya sebagai
media pemetaan, tetapi juga sebagai instrumen analisis strategis yang mendukung
Maritime Domain Awareness (MDA) dan penyusunan kebijakan keamanan maritim
berbasis bukti.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pemanfaatan SIG dalam
pengawasan wilayah pesisir maupun keamanan maritim. Wright et al. (2019)
menekankan pentingnya SIG sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam tata
kelola kelautan, sedangkan Millefiori et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi AIS
dengan kecerdasan buatan mampu mengidentifikasi anomali perilaku kapal secara
otomatis. Penelitian Janowicz et al. (2020) memperlihatkan bahwa GeoAl dapat
meningkatkan kemampuan analisis spasial melalui integrasi berbagai sumber data
geospasial. Di sisi lain, Ibrahim et al. (2021) dan Nurtjahya et al. (2017) lebih banyak
mengkaji dampak penambangan timah terhadap lingkungan pesisir Bangka Belitung.
Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas illegal fishing,
penambangan timah laut, maupun teknologi geospasial secara terpisah sehingga belum
mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam kerangka tata kelola keamanan
maritim.

Dalam mendukung tata kelola keamanan maritim terhadap ancaman illegal fishing
dan penambangan timah laut ilegal secara simultan di Perairan Kepulauan Bangka
Belitung. Padahal, integrasi berbagai teknologi tersebut berpotensi menghasilkan sistem
pengawasan berbasis risiko (risk-based maritime surveillance) yang mampu
meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat koordinasi
antarlembaga, dan mengurangi duplikasi informasi dalam operasi penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan
Sistem Informasi Geografis dalam mendukung tata kelola keamanan maritim terhadap
aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka
Belitung. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model integrasi SIG, DSS,
GeoAl, dan Maritime Domain Awareness dalam mendukung pengelolaan keamanan
maritim berbasis wilayah prioritas sehingga diharapkan dapat menjadi dasar
penyusunan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis
bukti.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG)
dalam perspektif tata kelola keamanan maritim untuk menganalisis secara simultan
aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka
Belitung. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pemetaan
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spasial, deteksi aktivitas perikanan ilegal, atau pengelolaan pertambangan laut secara
parsial, penelitian ini mengintegrasikan analisis spasial dengan pendekatan tata kelola
keamanan maritim melalui penyusunan klasifikasi wilayah prioritas (High Priority,
Medium Priority, dan Low Priority) sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan
pengawasan berbasis risiko. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan
gambaran spasial mengenai distribusi ancaman keamanan maritim, tetapi juga
menawarkan model konseptual pemanfaatan SIG sebagai instrumen pendukung
pengambilan keputusan (Decision Support System) dan penyusunan strategi pengawasan
maritim yang lebih adaptif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dukungan
analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan kualitatif dipilih
untuk menganalisis tata kelola keamanan maritim, kebijakan pengawasan wilayah laut,
serta dinamika penegakan hukum terhadap aktivitas illegal fishing dan penambangan
timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung. Analisis spasial digunakan
sebagai instrumen pendukung untuk mengidentifikasi pola sebaran ancaman, hubungan
antarvariabel keruangan, serta penyusunan wilayah prioritas pengawasan. Pendekatan
ini memungkinkan integrasi antara analisis kebijakan dan analisis geospasial sehingga
menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi keamanan maritim
(Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi
pemerintah, lembaga internasional, serta publikasi ilmiah. Data yang digunakan terdiri
atas data spasial dan data nonspasial.Data spasial meliputi citra satelit Sentinel-1 dan
Sentinel-2, data Automatic Identification System (AlS), Vessel Monitoring System (VMS),
peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), data batimetri,
garis pantai, kawasan konservasi, serta peta izin usaha pertambangan. Sementara itu,
data nonspasial diperoleh dari laporan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(Bakamla RI), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial (BIG),
Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, serta artikel ilmiah yang relevan dengan
keamanan maritim dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi
dokumentasi digunakan untuk memperoleh data spasial, dokumen kebijakan, laporan
penegakan hukum, statistik keamanan maritim, serta dokumen perencanaan wilayah
pesisir. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, artikel
ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan berbagai referensi yang
berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis, Maritime Domain Awareness (MDA),
GeoAl, illegal fishing, serta penambangan timah laut ilegal.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah reduksi
data, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memilih data yang relevan dengan
tujuan penelitian. Tahap kedua adalah analisis spasial menggunakan Sistem Informasi
Geografis (SIG). Pada tahap ini dilakukan proses overlay berbagai lapisan data spasial
seperti jalur pelayaran, sebaran aktivitas kapal berdasarkan AIS, kawasan konservasi,
wilayah penangkapan ikan, wilayah pertambangan, serta dokumen zonasi pesisir.
Analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola kerawanan dan hubungan
antara aktivitas illegal fishing dengan penambangan timah laut ilegal. Tahap ketiga adalah
analisis deskriptif kualitatif, yaitu menginterpretasikan hasil analisis spasial dengan
mengaitkannya pada aspek tata kelola keamanan maritim, koordinasi antarlembaga,
kebijakan pengawasan, serta penegakan hukum di wilayah penelitian. Tahap terakhir
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adalah penyusunan wilayah prioritas, yaitu mengelompokkan wilayah penelitian ke
dalam kategori kerawanan tinggi (high priority), sedang (medium priority), dan rendah
(low priority) berdasarkan hasil sintesis analisis spasial dan kajian kebijakan.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari
berbagai instansi pemerintah, dokumen resmi, serta publikasi ilmiah. Triangulasi metode
dilakukan dengan mengombinasikan hasil analisis spasial menggunakan Sistem
Informasi Geografis dengan analisis deskriptif terhadap dokumen kebijakan dan literatur
ilmiah. Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan
validitas hasil penelitian (Bowen, 2009; Denzin, 1978).

Permasatahan Penelitian
[A] lllequl Fishing dan Penambangan Timah Laut llegal
di Perairan Kepulavan Bangka Bolitung

Pengumpulan Dats

(81 Such aarwte | [ 82 Dokumen Kebijakan | (83 Data Spasial dan Pota Tamati ) [ 84' Data ATS dan informasi Pandubung |

[C] Reduksi dan Integrasi Data

Anaiisis Spasial Menggunakan
Sistem Informasi Geografis (SIG)

(0]
l'm;oméi- () (02: Anaksis Seve M]l'bstmmu:mm]

Klasifikas) Wilayah

[G] Reokomendasi Tata Kelota Keamanan Maritim

Implikasi Kebijakan dan
Arah Pengembangan SI1G

Gambar 1. Kerangka Analisis Pendekatan Penelitian
(Sumber: Diolah oleh Penulis, (2026))
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Lanskap Perairan Bangka Belitung

Posisi strategis Perairan Kepulauan Bangka Belitung pada jalur ALKI I menunjukkan
bahwa kawasan ini memiliki nilai strategis tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga
keamanan maritim karena menjadi jalur utama pelayaran internasional dan distribusi
logistik nasional. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki tingkat kerentanan
yang tinggi terhadap berbagai aktivitas ilegal di laut sehingga memerlukan sistem
pengawasan yang terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan konsep keamanan maritim
yang menekankan pentingnya pengelolaan ancaman lintas sektor melalui pendekatan
multidimensional (Bueger, 2015; Bueger & Edmunds, 2017).

Di sisi lain, keunikan geologis landas kontinen perairan ini menyimpan potensi
kekayaan mineral bawah laut berupa komoditas timah aluvial (cassiterite) terbesar di
Indonesia. Kombinasi antara jalur pelayaran internasional yang terbuka dengan tingginya
nilai ekonomi komoditas ekstraktif di bawah laut menciptakan dinamika ancaman non-
tradisional yang kompleks. Kerentanan geografis ini kian dipicu oleh kontur perairan
yang didominasi oleh laut dangkal dan ratusan pulau kecil, yang secara taktis
menyediakan ruang berlindung bagi aktivitas kejahatan maritim dari deteksi visual
patroli fisik konvensional.

Konsentrasi aktivitas illegal fishing pada wilayah dengan intensitas lalu lintas kapal
yang tinggi menunjukkan bahwa pelaku cenderung memanfaatkan kawasan yang
memiliki mobilitas kapal tinggi untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh aparat
pengawas. Pola tersebut sesuai dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa
analisis data AIS dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perilaku kapal yang
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menyimpang dari pola pelayaran normal sebagai indikator awal aktivitas ilegal (Millefiori
etal, 2021).

Kluster Operasional Penambangan Timah Laut llegal Berbeda dengan pola pencurian
ikan yang bersifat offshore, kluster penambangan timah tanpa izin terfokus secara masif
di wilayah pesisir dekat pantai (inshore) serta wilayah teluk semi-tertutup. Tumpang
tindih antara kawasan penambangan timah laut, wilayah tangkap nelayan, dan kawasan
konservasi menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola berbasis informasi spasial.
Pemanfaatan SIG memungkinkan visualisasi konflik pemanfaatan ruang laut sehingga
mendukung penyusunan kebijakan yang lebih berbasis bukti (Longley et al., 2021).
Penyusunan Peta Kerawanan Maritim terhadap ancaman IUU Fishing dan
Penambangan Timah Ilegal

Penyusunan Peta Kerawanan Maritim di perairan Kepulauan Bangka Belitung
dilakukan melalui teknik analisis tumpang susun berbasis pembobotan atau Weighted
Overlay Analysis. Metode sekunder ini mengintegrasikan seluruh variabel spasial yang
telah diekstraksi (NDVI, TSS, Jarak Garis Pantai, dan Kerapatan Dark Vessels) dengan data
vektor regulasi tata ruang laut.Untuk mengonkritkan batas-batas pengkelasan dalam
peta kerawanan, berikut adalah matriks parameter ambang batas (threshold) dari
berbagai data sekunder yang digunakan:

Tabel 1. Hasil Analisis Overlay Spasial

Kelas Prioritas | Parameter TSS Parameter Dark Vessels | Lapisan Data Vektor
Sekunder (AIS) (Shapefile) yang  Saling
Berbenturan
High Priority Tinggi (>80 mg/L) Frekuensi hilangnya Intersekasi (Intersection)
(Kerawanan secara konsisten isyarat transponder (ping | langsung antara Alokasi Ruang
Tinggi) dalam deret waktu gap) >5 kali per kilometer | Tangkap Nelayan Tradisional
bulanan. persegi per bulan. vs Peta Konsesi [UP Aktif /
Lokasi TI Apung Liar.
Medium Sedang (30-80 Frekuensi ping gap rendah | Zona Pemanfaatan Umum yang
Priority mg/L), menunjukkan | hingga sedang (1-4 kali | berbatasan langsung dengan
(Kerawanan fluktuasi musiman. per kilometer persegi). area tambang atau bekas
Sedang) wilayah konsesi pasca-operasi.
Low  Priority | Rendah (<30 mg/L), | Nihil anomali transponder, | Lapisan data Kawasan
(Kerawanan air cenderung jernih | pergerakan kapal Konservasi Perairan (KKP),
Rendah) sesuai standar baku sepenuhnya mematuhi Suaka Alam Perairan (SAP),
mutu. koridor ALKI I atau jalur dan Taman Nasional Laut
pelayaran resmi.

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)

Penetapan indikator operasional pada Tabel 1 menjadi landasan objektif untuk
memetakan kerentanan siber-fisik maritim di lapangan. Dengan mengacu pada ambang
batas variabel tersebut, wilayah perairan Bangka Belitung dikelompokkan ke dalam tiga
kluster kerawanan strategis. Dinamika dan karakteristik ancaman taktis berupa praktik
IUU Fishing dan penambangan timah ilegal yang mendominasi masing-masing kluster
wilayah prioritas tersebut dirangkum secara rinci dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Klasifikasi Zona Prioritas Pengawasan

Wilayah Prioritas Fokus Ancaman: IUU Fishing Fokus Ancaman: Penambangan

(Contoh Kawasan Timah Ilegal

Babel)

High Priority Pelanggaran jalur tangkap di bawah | Operasional masif Tambang

(Teluk Kelabat Dalam, 12 mil laut oleh kapal lokal maupun | Inkonvensional (TI) Apung/ponton

Pesisir Toboali, Perairan | asing, serta pencurian ikan intensif | liar tanpa izin, pencucian timah

Rebo) di zona pesisir dangkal. langsung di laut, dan konflik ruang
akut dengan nelayan tradisional.
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Medium Priority Aktivitas kapal pengepul hasil Penetrasi ulang (re-intrusion)
(Pesisir Matras- tangkapan ilegal (transshipment) armada ponton liar di area bekas
Bedukang, Perairan dan pencurian ikan yang bersifat [UP/tambang rakyat, serta mobilisasi
Tempilang) musiman memanfaatkan kapal penyelundup pasir timah
kelengahan patroli fisik. mentah melalui jalur tikus pesisir.
Low Priority Infiltrasi dark vessels (kapal hantu Ancaman perluasan (spillover)
(KKPD Belitung yang sengaja mematikan dampak kerusakan lingkungan
Timur/Buku Limau, transponder) yang mengincar berupa sebaran lumpur sisa tambang
Pulau Lepar & Pongok) potensi perikanan di zona inti yang berpotensi merusak wilayah
konservasi/taman laut. suaka alam perairan.

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)
Pemanfaatan SIG terhadap Tata Kelola Keamanan Maritim Berbasis Wilayah
Prioritas
Implementasi SIG terhadap Zona High Priority

Wilayah High Priority yang meliputi Teluk Kelabat Dalam, Pesisir Toboali, dan
Perairan Rebo merupakan kawasan dengan tingkat kerawanan yang tinggi akibat
tumpang tindih aktivitas illegal fishing dan penambangan timah laut ilegal. Karakteristik
wilayah ini menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang laut yang tinggi sehingga
berpotensi menimbulkan konflik antara kegiatan perikanan, pertambangan, dan
pelestarian lingkungan pesisir.

Dalam konteks tersebut, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) berfungsi
sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan melalui integrasi berbagai data
spasial, seperti citra satelit, Automatic Identification System (AIS), data zonasi RZWP3K,
dan informasi kualitas perairan. Integrasi tersebut memungkinkan identifikasi lokasi
yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan
prioritas pengawasan oleh instansi terkait. Selain itu, informasi spasial yang dihasilkan
berpotensi mendukung pengembangan sistem peringatan dini (early warning system)
serta meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan
hukum di wilayah pesisir. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa SIG mampu
mendukung identifikasi wilayah prioritas pengawasan melalui integrasi berbagai sumber
data spasial. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi
geospasial dalam mendukung peningkatan Maritime Domain Awareness (Janowicz et al,,
2020).

Implementasi SIG terhadap Zona Medium Priority

Wilayah Medium Priority yang mencakup kawasan Pesisir Matras-Bedukang dan
Perairan Tempilang memiliki karakteristik ancaman berupa aktivitas penambangan
timah laut ilegal yang bersifat dinamis serta aktivitas kapal yang memanfaatkan
keterbatasan pengawasan di wilayah pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya
pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan informasi
geospasial.

Analisis spasial menggunakan SIG memungkinkan identifikasi perubahan
penggunaan ruang laut melalui perbandingan data spasial pada periode yang berbeda
(change detection). Selain itu, integrasi data pergerakan kapal berdasarkan AIS dapat
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola aktivitas yang menyimpang dari jalur
pelayaran normal. Informasi tersebut memberikan dukungan bagi penyusunan pola
patroli yang lebih adaptif berdasarkan tingkat kerawanan wilayah sehingga pengawasan
dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai dengan prioritas keamanan maritim.
Analisis spasial pada wilayah dengan tingkat kerawanan sedang menunjukkan bahwa
integrasi data spasial dapat membantu proses penentuan prioritas pengawasan
berdasarkan karakteristik ancaman yang berkembang. Pendekatan tersebut mendukung
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proses pengambilan keputusan yang lebih sistematis dalam pengelolaan keamanan
maritim (Longley et al., 2021).
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Implementasi SIG terhadap Zona Low Priority

Wilayah Low Priority meliputi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil
yang secara umum memiliki tingkat ancaman lebih rendah dibandingkan wilayah
prioritas lainnya. Meskipun demikian, kawasan ini tetap berpotensi mengalami dampak
tidak langsung berupa penyebaran sedimentasi akibat aktivitas penambangan timah laut
maupun masuknya kapal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

Pemanfaatan SIG pada wilayah ini diarahkan untuk mendukung kegiatan pemantauan
lingkungan pesisir melalui analisis perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem
pesisir, serta distribusi aktivitas kapal berdasarkan data spasial yang tersedia. Informasi
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan kawasan
konservasi secara berkelanjutan serta mendukung implementasi kebijakan pengelolaan
wilayah pesisir yang berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan demikian, SIG
berperan sebagai instrumen pendukung dalam menjaga keseimbangan antara
pemanfaatan sumber daya kelautan dan upaya konservasi lingkungan. Meskipun
memiliki tingkat ancaman relatif lebih rendah, kawasan konservasi tetap memerlukan
pemantauan berkelanjutan melalui informasi geospasial untuk menjaga keberlanjutan
ekosistem pesisir dan laut. Pendekatan ini mendukung prinsip tata kelola sumber daya
kelautan yang berkelanjutan (FAO, 2024)

Sintesis Pemanfaatan SIG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Geografis
memberikan kontribusi penting dalam mendukung tata kelola keamanan maritim di
Perairan Kepulauan Bangka Belitung. Integrasi berbagai sumber data spasial
memungkinkan identifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan berbeda sehingga
mendukung penyusunan prioritas pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing dan
penambangan timah laut ilegal. Selain meningkatkan kualitas informasi spasial,
pemanfaatan SIG juga memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penyediaan basis
data yang lebih terintegrasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil analisis, penerapan SIG tidak dimaksudkan untuk menggantikan
fungsi patroli di lapangan, tetapi sebagai instrumen pendukung yang mampu
meningkatkan efektivitas pengawasan melalui penyediaan informasi spasial yang akurat
dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengawasan
maritim berbasis SIG berpotensi menjadi salah satu strategi dalam memperkuat Maritime
Domain Awareness, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mendukung tata
kelola keamanan maritim yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan di Perairan
Kepulauan Bangka Belitung.

Secara konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIG tidak hanya
berfungsi sebagai media visualisasi informasi spasial, tetapi juga mendukung proses
pengambilan keputusan melalui integrasi berbagai sumber data geospasial. Temuan ini
sejalan dengan perkembangan konsep GeoAl yang memadukan kecerdasan buatan dan
analisis spasial untuk meningkatkan kualitas informasi geografis dalam mendukung tata
kelola keamanan maritim (Janowicz et al., 2020; Zhu et al.,, 2021).
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Tabel 3. Sintesis Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Tata Kelola Keamanan Maritim

Implikasi

Kontribusi Sistem terhadap Tata .

. . . Rekomendasi
No. | Temuan Penelitian Informasi Geografis | Kelola o
Kebijakan

(S1G) Keamanan
Maritim
Mendukung

. SIG mengintegrasikan | identifikasi Penguatan basis data
Perairan Kepulauan Bangka i . . o . e

. s berbagai informasi wilayah prioritas | geospasial maritim

Belitung memiliki . . .
— . geospasial sehingga sebagai dasar terpadu yang
karakteristik geostrategis .
. karakteristik wilayah | penyusunan mendukung
1 yang berada pada jalur ALKI I o . .
s . dapat kebijakan implementasi One
serta memiliki potensi - L :

. divisualisasikan dan pengawasan Map Policy dalam
perikanan dan sumber daya . o > . .
timah laut vane tineei dianalisis secara maritim berbasis | pengelolaan wilayah

yang tngg. komprehensif. karakteristik pesisir dan laut.
spasial.
Analisis spasial Penguatan integrasi
berbasis AIS dan Mendukung rens . gra:
emetaan SIG penyusunan informasi geospasial
Aktivitas illegal fishing p e dari AIS, VMS, radar
. . membantu prioritas . :
terkonsentrasi pada wilayah , I pantai, dan citra
. mengidentifikasi pola | pengawasan . X
2 lepas pantai (offshore) . . satelit sebagai dasar
. ; . aktivitas kapal dan melalui
dengan intensitas lalu lintas . . penyusunan
kapal yang tinggi wilayah yang pendekatan risk- kebijakan
' memiliki tingkat based maritime
. . pengawasan
kerawanan lebih surveillance. >
. . maritim.
tinggi.
Mendukung
SIG mengidentifikasi ﬁ:gi}f:li:zan Penguatan
Penambangan timah laut tumpang tindih en ]elolaan sinkronisasi
. § . antara wilayah peng kebijakan RZWP3K
ilegal terkonsentrasi pada ruang laut yang ..
. . pertambangan, . X .| dengan kebijakan
3 kawasan pesisir sehingga lebih terintegrasi
i . kawasan pertambangan,
menimbulkan konflik . untuk .
penangkapan ikan, . perikanan, dan
pemanfaatan ruang laut. meminimalkan .
dan kawasan Konflik pengelolaan wilayah
konservasi. pesisir.
pemanfaatan
ruang.
Mendukung
SIG menghasilkan pengalokasian Penyusunan peta
Analisis overlay menunjukkan | klasifikasi wilayah ke | sumber daya prioritas
adanya wilayah dengan dalam kategori High pengawasan pengawasan maritim
4 tingkat kerawanan yang Priority, Medium secara lebih berbasis analisis
berbeda berdasarkan Priority, dan Low efektif sesuai spasial sebagai acuan
karakteristik spasial. Priority sebagai dasar | tingkat perencanaan operasi
analisis. kerawanan pengawasan terpadu.
wilayah.
Integrasi analisis Mendukung tata Pen.}{usunan
> . kebijakan keamanan
Pemanfaatan SIG spasial menghasilkan | kelola keamanan . :
A o maritim berbasis
berkontribusi dalam model konseptual maritim yang . . .
. informasi geospasial
mendukung tata kelola yang mendukung lebih .
5 sebagai landasan

keamanan maritim melalui
penyediaan informasi spasial
yang terintegrasi.

pengambilan
keputusan berbasis
bukti (evidence-based
decision making).

terkoordinasi,
adaptif, dan
berbasis data
spasial.

penguatan tata
kelola keamanan
maritim yang
berkelanjutan.

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026)

Tabel tersebut menyajikan sintesis hasil penelitian mengenai kontribusi Sistem

Informasi Geografis (SIG) dalam mendukung tata kelola keamanan maritim di Perairan

287




Sistem Digital Keamanan Maritim
Volume I, Issue 2, (2026) pp. 278-290

Kepulauan Bangka Belitung. Sintesis ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SIG tidak
hanya berfungsi sebagai media visualisasi informasi geospasial, tetapi juga sebagai
instrumen analisis yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data spasial untuk
mengidentifikasi karakteristik wilayah, pola aktivitas illegal fishing, lokasi penambangan
timah laut ilegal, serta tingkat kerawanan setiap kawasan. Dengan demikian, SIG
memberikan dasar informasi yang lebih komprehensif bagi penyusunan kebijakan
pengawasan maritim berbasis bukti (evidence-based decision making).

Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa analisis spasial melalui metode overlay
menghasilkan klasifikasi wilayah ke dalam kategori High Priority, Medium Priority, dan
Low Priority. Klasifikasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar konseptual dalam
penyusunan prioritas pengawasan, pengalokasian sumber daya, serta penguatan
koordinasi antarinstansi sesuai karakteristik ancaman pada masing-masing wilayah.
Pendekatan ini mendukung penerapan tata kelola keamanan maritim yang lebih adaptif
melalui pemanfaatan informasi geospasial dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, tabel menunjukkan bahwa pemanfaatan SIG memiliki potensi untuk
mendukung penguatan koordinasi lintas sektor melalui integrasi data geospasial,
sinkronisasi kebijakan pengelolaan ruang laut, serta penyusunan strategi pengawasan
yang mempertimbangkan kondisi spasial wilayah. Namun demikian, penelitian ini belum
mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi secara operasional. Oleh
karena itu, pemanfaatan teknologi seperti Geospatial Artificial Intelligence (GeoAl),
Decision Support System (DSS), dan Maritime Domain Awareness (MDA) diposisikan
sebagai arah pengembangan penelitian dan rekomendasi kebijakan yang memerlukan
kajian empiris lebih lanjut.

Secara keseluruhan, sintesis pada Tabel 3 menegaskan bahwa kontribusi utama
penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis sebagai instrumen pendukung tata kelola keamanan maritim. Model tersebut
memberikan landasan bagi penyusunan prioritas pengawasan, penguatan koordinasi
antarlembaga, serta perumusan kebijakan pengelolaan wilayah laut yang lebih
terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman illegal fishing dan
penambangan timah laut ilegal di Perairan Kepulauan Bangka Belitung.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan peran strategis Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai
instrumen analisis spasial dalam tata kelola keamanan maritim di Perairan Kepulauan
Bangka Belitung. Melalui integrasi data geospasial, penelitian berhasil mengidentifikasi
karakteristik wilayah, memetakan pola sebaran ancaman ilegal fishing dan penambangan
timah laut ilegal, serta mengklasifikasikan kawasan ke dalam kategori prioritas Tinggi,
Sedang, dan Rendah yang menjadi dasar konseptual bagi pengambilan keputusan
berbasis risiko dan bukti. Temuan ini juga menunjukkan bahwa SIG mampu mendukung
penguatan koordinasi antarlembaga serta penyusunan kebijakan pengelolaan ruang laut
yang lebih terintegrasi. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi pengawasan
operasional seperti GeoAl, DSS, dan MDA masih berada pada tataran rekomendasi
pengembangan ke depan, belum menjadi bagian dari implementasi aktual dalam
penelitian ini.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian interdisipliner antara analisis
spasial dan kebijakan publik dalam konteks keamanan maritim, khususnya dalam
menghadapi aktivitas ilegal di sektor perikanan dan pertambangan. Secara praktis, hasil
analisis spasial dan Kklasifikasi prioritas ini memberikan masukan konkret bagi
pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bakamla RI,
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Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya. Kontribusi praktis
tersebut diarahkan untuk menyusun strategi pengawasan, memperkuat penegakan
hukum, serta merumuskan kebijakan keamanan maritim yang lebih terarah dan berbasis
informasi geospasial.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat empat rekomendasi kebijakan utama yang
diajukan. Pertama, optimalisasi pemanfaatan SIG sebagai instrumen pendukung dalam
penyusunan prioritas pengawasan berbasis risiko guna menekan aktivitas ilegal. Kedua,
penguatan koordinasi dan standarisasi pertukaran data geospasial antarinstansi terkait,
seperti KKP, Bakamla, TNI AL, Kepolisian Perairan, dan pemerintah daerah, guna
meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Ketiga, sinkronisasi antara kebijakan
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kebijakan pertambangan, serta
kebijakan perikanan agar pemanfaatan ruang laut berjalan berkelanjutan dan
meminimalkan konflik antarsektor. Keempat, peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam analisis spasial dan pengelolaan data
maritim sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan secara menyeluruh.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan karena menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif berbasis data sekunder dan kajian spasial, tanpa melakukan validasi
lapangan (ground truth verification) maupun pengujian implementasi operasional sistem
pengawasan secara langsung. Keakuratan analisis sangat bergantung pada ketersediaan,
kualitas, dan kemutakhiran data spasial, sehingga potensi keterlambatan pembaruan
atau keterbatasan cakupan informasi dapat memengaruhi ketepatan identifikasi wilayah
prioritas. Selain itu, penelitian ini belum mengintegrasikan data pengawasan maritim
secara real-time, seperti AlS, VMS, citra satelit beresolusi tinggi, maupun teknologi GeoAl
dalam suatu sistem operasional. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya sangat
diperlukan untuk mengembangkan model pengawasan yang lebih komprehensif melalui
integrasi berbagai sumber data geospasial dan kecerdasan buatan, guna mendukung
sistem pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika
ancaman di masa mendatang.
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